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Ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial, khususnya inclusion dan exclusion
error, mendorong lahirnya kebijakan integrasi data melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025
dan Permensos Nomor 3 Tahun 2025. Tulisan ini menelaah sejauh mana Permensos tersebut
mampu menjadi solusi dalam membenahi basis data penerima bansos. Melalui analisis kebijakan,
pembelajaran dari negara-negara Amerika Latin, dan analisis gap, ditemukan bahwa Permensos
telah memuat beberapa prinsip dasar sistem data tunggal, namun belum sepenuhnya memenuhi
parameter keberhasilan seperti cakupan luas, pemanfaatan lintas sektor, dan transparansi skor
penerima. Komisi VIIl DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk: 1) menguatkan dasar hukum
DTSEN dalam bentuk Undang-Undang; 2) menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Permensos No.
3 Tahun 2025, 3) menetapkan target nasional cakupan DTSEN; 4) memperkuat mekanisme partisipasi
dan transparansi publik; 5) membuat anggaran khusus untuk pengembangan dan pemutakhiran
DTSEN; 6) melakukan investasi pada penguatan kapasitas SDM,; 7) evaluasi dan monitoring berkala.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan
Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Inpres Nomor 8 Tahun 2025), Presiden
menginstruksikan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi
seluruh komponen pemerintahan, yang salah satunya dimanifestasikan melalui program Sekolah
Rakyat. Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan gratis beserta dengan fasilitas pendukung
pendidikan lainnya dengan menyasar pada rumah tangga miskin dan miskin ekstrem. Artikel ini
menganalisis program Sekolah Rakyat dengan pendekatan SWOT. Dengan mengidentifikasi
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program, harapannya Komisi VI, IX, dan X
dapat merekomendasikan dan merumuskan strategi kebijakan untuk dapat dilaksanakan oleh
pemerintah guna perbaikan implementasi Sekolah Rakyat ke depannya.

Kritik/Saran

http://pa3kn.dpr.go.id/kontak

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id

Manufalktur Tertekan, Vasib Pekerja
Terancam

Trade-Off Kerangka Kerja Perjanjian
Perdagangan Resiprokal Amerika Serikat -
Indonesia dan Implikasinya
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Tantangan Implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi

Jesly Yuriaty Panjaitan*)

Abstrak

Ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial, khususnya inclusion dan exclusion
error, mendorong lahirnya kebijakan integrasi data melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan
Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Permensos Nomor 3 Tahun 2025). Tulisan ini
menelaah sejauh mana Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tersebut mampu menjadi solusi dalam
membenahi basis data penerima bantuan sosial. Melalui analisis kebijakan, pembelajaran dari
negara-negara Amerika Latin, dan analisis gap, ditemukan bahwa Permensos Nomor 3 Tahun 2025
telah memuat beberapa prinsip dasar sistem data tunggal, namun belum sepenuhnya memenuhi
parameter keberhasilan seperti cakupan luas, pemanfaatan lintas sektor, dan transparansi skor
penerima. Komisi VIIl DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk: 1) menguatkan dasar hukum
DTSEN dalam bentuk Undang-Undang; 2) menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Permensos
Nomor 3 Tahun 2025; 3) menetapkan target nasional cakupan DTSEN; 4) memperkuat mekanisme
partisipasi dan transparansi publik; 5) membuat anggaran khusus untuk pengembangan dan
pemutakhiran DTSEN; 6) melakukan investasi pada penguatan kapasitas SDM; 7) evaluasi
dan monitoring berkala. Selain itu Komisi VIII DPR Rl dapat berperan melakukan pengawasan
terhadap sinergi lintas kementerian/lembaga, agar DTSEN pemanfaatan DTSEN optimal.

Program bantuan sosial (bansos)

pekerja bergaji di atas UMP masih dalam
DTKS. Dengan demikian, ketidaktepatan
ini memperlihatkan permasalahan cukup
sistemis yang perlu menjadi perhatian

merupakan instrumen  penting
dalam  menjaga perlindungan
sosial dan pemberdayaan masyarakat

miskin di Indonesia. Namun dalam pemerintah.
praktiknya, kebijakan bansos masih o .
menghadapi tantangan serius berupa Penelitian PA3KN (2025) di Kota Batam

dan Kota Bandung juga memperkuat
temuan tersebut, dengan mengidentifikasi
berbagai kendala implementasi DTKS di
lapangan. Tantangan teknis yang dihadapi
antara lain mobilitas responden, kekuatan
sinyal internet provider, stabilitas server,
kelengkapan data, kualitas device,
penguasaan lapangan, cukup banyak
hari libur nasional dan workload Program
Keluarga Harapan (PKH). Selain itu,
tantangan implementasi DTKS antara
lain: 1) tidak adanya kriteria DTKS yang

inclusion error (penerima bansos yang
seharusnya tidak layak) dan exclusion
error (warga miskin yang seharusnya
menerima bantuan tetapi tidak terdata).
Ketidaktepatan sasaran ini tidak hanya
menghambat efektivitas program, tetapi
juga menimbulkan ketidakpercayaan
publik terhadap tata kelola bansos.

Masih terdapatnya inclusion dan exclusion
error dalam penyaluran bantuan sosial
tercermin dari berbagai temuan BPK

(2025) terkait Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) antara lain; 1) usulan data
baru dan sanggahan belum diverifikasi
(224.635 usulan dan 7.267 sanggahan);
2) terdapat 1,69 juta orang meninggal
masih aktif DTKS,9.404 ASN dan 5,6 juta
pekerja bergaji di atas UMP masih dalam
DTKS; 3) 1,69 juta orang meninggal masih
aktif DTKS dan 9.404 ASN dan 5,6 juta

komprehensif misalnya belum ada kriteria
untuk keterpencilan, korban kekerasan,
pekerjaan yang dikecualikan (PNS, TNI,
Polri, pensiunan) masih masuk DTKS
termasuk klasifikasi kemiskinan yang
tidak mempertimbangkan kepemilikan
kendaraan listrik, penghasilan, pendidikan
dan lain-lain; 2) tidak ada monitoring
rutin penggunaan DTKS oleh internal/

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setien DPR RI.
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eksternal; 3) tidak ada SOP lengkap
terkait mekanisme usulan, verifikasi,
dan validasi dari semua kanal (daerah,
aplikasi mandiri, lembaga), 4) tidak ada
kerja sama data efektif antar instansi wali
data seperti BKN, BPJS, Kependudukan
dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan lain
sebagainya (BPK, 2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut,
Presiden Republik Indonesia
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data
Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
(DTSEN). Inpres ini menginstruksikan 18
kementerian/lembaga untuk mengambil
langkah strategis dalam membangun
dan mengintegrasikan data sosial-
ekonomi melalui penggabungan tiga
basis data utama: DTKS (Kemensos),
P3KE (Kemenko PMK), dan Regsosek
(Bappenas), serta sumber data lain
seperti BPJS, PLN, dan Pertamina.
Integrasi data ini diharapkan dapat
meningkatkan akurasi, pemutakhiran,
dan interoperabilitas informasi untuk
pelaksanaan kebijakan sosial yang
lebih tepat sasaran. DTSEN bertujuan
membentuk basis data tunggal yang
akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap
dinamika sosial ekonomi masyarakat.
Selain sebagai instrumen administratif,
DTSEN juga diharapkan  menjadi
infrastruktur  kebijakan yang mampu
mempercepat graduasi kemiskinan.

Sebagai turunan dari Inpres tersebut,
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3
Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan
Penggunaan Data Tunggal Sosial dan
Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial,
Pemberdayaan Sosial, dan Program
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (Permensos Nomor 3 Tahun
2025). Permensos Nomor 3 Tahun
2025  diterbitkan  untuk  mengatur
pelaksanaan integrasi, pemutakhiran,
dan pemanfaatan DTSEN. Permensos
Nomor 3 Tahun 2025 dirancang sebagai
landasan operasional untuk menjamin
DTSEN dapat diimplementasikan secara
efektif oleh berbagai pihak, dari pusat
hingga daerah. Permensos Nomor 3
Tahun 2025 mencakup mekanisme

verifikasi dan validasi data, pemutakhiran

berkala berbasis partisipasi publik,
pemeringkatan kesejahteraan melalui
sistem desil berdasarkan 36 variabel

dari BPS, serta ruang usul-sanggah dari
masyarakat untuk memperbaiki data.
Melalui pendekatan ini, diharapkan
inclusion dan exclusion error yang selama
ini membayangi sistem bansos dapat
diminimalisir.

Namun demikian, muncul pertanyaan
penting: Apakah Permensos Nomor 3
Tahun 2025 benar-benar dapat menjadi
solusi atas permasalahan ketidaktepatan
sasaran bansos di Indonesia? Apakah
regulasi ini cukup kuat dan operasional
dalam mengatasi persoalan struktural dan
teknis dari integrasi data sosial-ekonomi
nasional. Berangkat dari pertanyaan
tersebut, tulisan ini bertujuan untuk
menganalisis sejauh mana efektivitas
Permensos Nomor 3 Tahun 2025 telah
berhasil mengurangi inclusion dan
exclusion error.

Sekilas tentang Permensos Nomor 3
Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor
4 Tahun 2025, Kementerian Sosial
menerbitkan Permensos Nomor 3 Tahun
2025. Regulasi ini dimaksudkan untuk
menjabarkan secara teknis pelaksanaan
DTSEN di lapangan. Permensos Nomor 3
Tahun 2025 mengatur tiga aspek utama:

Pertama, integrasi data, melalui
penguatan mekanisme verifikasi dan

validasi, peningkatan interoperabilitas
dan aksesibilitas antar-Kementerian/
Lembaga, serta pengembangan

infrastruktur teknologi yang mendukung
keamanan dan keandalan data. Kedua,
pemutakhiran data, dilakukan secara
berkala dan dinamis. Mekanismenya
meliputi penyampaian data administratif
dan statistik, ground checking, verifikasi
silang dengan data Dukcapil dan instansi
terkait, serta partisipasi publik melalui
proses usul dan sanggah. Ketiga,
pemanfaatan data, digunakan sebagai

dasar pemeringkatan kesejahteraan
keluarga melalui sistem desil yang
ditetapkan oleh BPS, dari Desil 1
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(termiskin) hingga Desil 10 (terkaya).
Program bansos kemudian diprioritaskan
untuk Desil 1-5 (Kendalkemlagi, 2025).

Meskipun Permensos Nomor 3 Tahun 2025
telah menjadi langkah awal penting, masih
terdapat sejumlah hambatan. Petunjuk
teknis pelaksanaan dari Permensos
belum tersedia hingga pertengahan tahun
2025, dan implementasinya belum merata
di seluruh wilayah. Beberapa daerah
seperti Kota Batam dan Bandung bahkan
masih menggunakan DTKS sebagai
acuan dalam dokumen perencanaan
karena proses transisi ke DTSEN masih
berlangsung.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan
SDM juga menjadi hambatan. Tantangan
seperti sinyal internet, kestabilan server,
kualitas perangkat, beban kerja petugas
PKH, serta tidak dilibatkannya Dinas
Sosial secara langsung dalam verifikasi
lapangan turut mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan regulasi ini. Ketiadaan
anggaran khusus untuk pengembangan
DTSEN juga memperlemah daya dorong
dari implementasi kebijakan ini.

Benchmarking: Parameter
Keberhasilan Sistem Data Tunggal
di Kawasan Latin America and the
Caribbean

Negara-negara di kawasan Latin America
and the Caribbean (LAC) telah memiliki
pengalaman panjang dalam membangun
dan memanfaatkan sistem data tunggal
kemiskinan. Berdasarkan studi World
Bank (2025), terdapat sejumlah parameter
keberhasilan yang dapat menjadi rujukan:

Pertama, cakupan data penduduk miskin
dan rentan yang luas, mencapai lebih dari
80% di negara-negara seperti Kolombia,
Kosta Rika, Argentina, Uruguay, dan Chili.
Sebaliknya, negara-negara di Amerika
Tengah dan Bolivia memiliki cakupan
rendah (<10%). Kedua, pemanfaatan
lintas program, seperti yang terjadi di
Brasil (33 program nasional) dan Chili
(25 program nasional). Data tunggal
digunakan untuk berbagai intervensi
sosial, dari transfer tunai hingga layanan
pendidikan dan kesehatan.
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Ketiga, pemutakhiran berkala dan
terstruktur, termasuk integrasi teknologi,
verifikasi lapangan, dan pelibatan warga.
Di Kolombia, SISBEN IV memungkinkan
warga mengecek skor kesejahteraan
mereka secara daring. Keempat, sistem
pemeringkatan sosial berbasis indikator
komprehensif, termasuk kepemilikan
aset, kondisi rumah, akses pendidikan,
sanitasi, dan wilayah geografis. Kelima,
perlindungan data dan privasi, yang tetap
dijaga meski akses data dimanfaatkan
untuk pelayanan publik.

Contoh sukses seperti Cadastro Unico di
Brasil mampu menurunkan kemiskinan
ekstrem dari 9,7% menjadi 4,3% dalam
10 tahun melalui integrasi data dengan
program bantuan keluarga Bolsa Familia.
Di Kolombia, SISBEN IV mencerminkan
pendekatan yang transparan dan
terdesentralisasi, memungkinkan akurasi
tinggi serta kepercayaan publik terhadap
data.

Analisis Gap Antara Permensos
No.3 Tahun 2025 Dengan Parameter
Keberhasilan

Berdasarkan  perbandingan  dengan
praktik negara-negara LAC, Tabel 1
berikut adalah analisis kesenjangan (gap)
antara apa yang diatur dalam Permensos
Nomor 3 Tahun 2025 dan parameter
keberhasilan internasional.

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa
Permensos Nomor 3 Tahun 2025 telah
mengatur sejumlah aspek penting,
namun belum sepenuhnya mengadopsi
parameter keberhasilan sebagaimana
praktik terbaik internasional. Secara
khusus, kelemahan terlihat pada aspek
cakupan data yang tidak terukur,
keterbatasan pemanfaatan data lintas
sektor, minimnya transparansi sistem
desil, serta belum adanya regulasi teknis
yang menyelaraskan perlindungan data
pribadi dengan kebutuhan operasional di
lapangan.

Rekomendasi

Permasalahan inclusion dan exclusion
error dalam penyaluran bantuan sosial di
Indonesia menjadi latar belakang utama



Tabel 1. Analisis Gap Antara Permensos No.3 Tahun 2025 Dengan Parameter Keberhasilan

Parameter . . Implementasi .
Benchmarking Kondisi ldeal (LAC) Permensos GAP |/ Kesenjangan
=80% penduduk | Tidak disebutkan target Tldak. adanya indikator
Cakupan Data . . capaian cakupan dalam
miskin & rentan cakupan eksplisit
Fermensos
Digunakan lintas | Digunakan untuk | Belum dijelaskan
Pemanfaatan .
. sektor dan  level | bansos & | pemanfaatan di luar
Multi-Program .
pemerintahan pemberdayaan Kemensos
Pemutakhiran Berkala, parisipatif. | Diatur dengan Tamanganl di Iapar:ugan:
. . . beban kerja PKH, sinyal,
Data verifikasi lapangan partisipasi usul/sanggah
perangkat
Transparansi Masyarakat bisa cek | Sistem desil 1-10 oleh Tidak . dlje|ElSkEAI"!
o mekanisme  transparansi
Penilaian skor mereka BPS5
skor
Tidak ada  mekanisme
Perlindungan Ada regulasi & khusus dalam Permensos
Data balancing akses Terkendala UU PDP untuk mengatasi kendala
akses
Kelembagaan & lKuu-rdlnlam lintas k_(uurdlnam belum solid, Lemahnya dukungan
Anggaran instansi dengan | tidak ada anggaran struktural dan finansial
dukungan anggaran khusus DTSEM

Sumber: Penulis (2025), diolah.

lahirnya kebijakan integrasi data sosial
dan Permensos Nomor 3 Tahun 2025,
pemerintah berupaya membangun sistem
data tunggal yang akurat, mutakhir, dan
dapat dimanfaatkan lintas program.
Permensos Nomor 3 Tahun 2025
mengatur aspek penting seperti integrasi,
pemutakhiran, dan pemanfaatan data
berbasis sistem desil, serta membuka
ruang partisipasi publik.

Namun demikian, hasil analisis
menunjukkan bahwa Permensos Nomor
3 Tahun 2025 belum sepenuhnya
mencakup  parameter  keberhasilan
sistem data tunggal sebagaimana
ditunjukkan oleh praktik negara-negara
di kawasan Latin America dan Caribbean
(LAC). Terdapat kesenjangan dalam hal
cakupan data, pemanfaatan lintas sektor,
transparansi pemeringkatan, keterlibatan
kelembagaan daerah, hingga belum
terintegrasinya perlindungan data dengan
kebutuhan operasional.

Oleh karena itu, perlu strategi penguatan
regulasi, teknis, dan kelembagaan agar

DTSEN benar-benar menjadi solusi
terhadap persoalan ketidaktepatan
sasaran bansos. Komisi VIII DPR RI perlu
mendorong Pemerintah untuk:

Pertama, menguatkan dasar hukum
DTSEN dalam bentuk Undang-Undang,
bukan hanya Inpres atau Permensos,
agar memiliki kekuatan legal yang lebih
tinggi dan menghindari tumpang tindih
dengan peraturan lain, termasuk Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi.

Kedua, menerbitkan petunjuk teknis
pelaksanaan Permensos Nomor 3 Tahun
2025, agar implementasi DTSEN di
lapangan lebih terarah, seragam, dan
dapat diawasi. Ketiga, menetapkan target
nasional cakupan DTSEN, misalnya
>80% populasi miskin dan rentan,
sebagaimana standar internasional dan
mendorong adopsi di seluruh kabupaten/
kota, agar data benar-benar representatif
dan digunakan dalam perencanaan
pembangunan daerah. Keempat,
memperkuat mekanisme partisipasi dan
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transparansi publik, termasuk membuka
akses bagi masyarakat untuk mengecek
status atau skor desil mereka, serta
menyediakan saluran pengaduan yang
efektif terhadap kesalahan data.

Kelima, membuat anggaran khusus
untuk pengembangan dan pemutakhiran
DTSEN, baik dari APBN maupun
APBD, perlu dijamin untuk mendukung
infrastruktur digital, keamanan siber, dan

operasionalisasi lapangan. Keenam,
melakukan investasi pada penguatan
kapasitas SDM, terutama petugas

lapangan seperti PKH, operator Dinas
Sosial, dan aparatur desa, melalui
pelatihan digital, literasi data, serta
pemahaman atas sistem verifikasi dan
validasi berbasis desil.

Ketujuh, evaluasi dan monitoring berkala
terkait akurasi dan relevansi data DTSEN,
melalui pengembangan sistem evaluasi
berbasis indikator kualitas data dan
pemanfaatannya di berbagai program.

Komisi VIII DPR RI dapat berperan
melakukan pengawasan terhadap sinergi
lintas kementerian/lembaga, agar DTSEN
pemanfaatan optimal, tidak hanya aspek
perlindungan sosial oleh Kemensos, tetapi
juga oleh sektor kesehatan, pendidikan,
perumahan, termasuk pemberdayaan
masyarakat secara menyeluruh.
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Sekolah Rakyat sebagai Program Pendidikan Afirmatif:
Analisis SWOT

Nadya Ahda*)

Abstrak

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan
Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Inpres Nomor 8 Tahun 2025), Presiden
menginstruksikan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi
seluruh komponen pemerintahan, yang salah satunya dimanifestasikan melalui program Sekolah
Rakyat. Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan gratis beserta dengan fasilitas pendukung
pendidikan lainnya dengan menyasar pada rumah tangga miskin dan miskin ekstrem. Artikel ini
menganalisis program Sekolah Rakyat dengan pendekatan SWOT. Dengan mengidentifikasi
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program, harapannya Komisi VI, IX, dan X
dapat merekomendasikan dan merumuskan strategi kebijakan untuk dapat dilaksanakan oleh
pemerintah guna perbaikan implementasi Sekolah Rakyat ke depannya.

elalui Kerangka Ekonomi Makro
M dan  Pokok-Pokok Kebijakan

Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026,
Pemerintah  menyampaikan  strategi
pelaksanaan fungsi pendidikan tahun
2026 melalui salah satu program prioritas,
yaitu Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat
merupakan  program  pembangunan
sekolah tanpa biaya untuk seluruh jenjang
pendidikan dengan tujuan memutus mata
rantai kemiskinan, yang disahkan melalui
Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Program ini
menyasar pada rumah tangga miskin dan
miskin ekstrem. Program ini telah dibahas
oleh pemerintah dan DPR RI, salah
satunya melalui Rapat Kerja Komisi VIII
DPR RI dengan Kementerian Sosial pada
7 Juli 2025. Pada rapat tersebut, DPR RI
menyampaikan berbagai masukan serta
dukungan untuk program, salah satunya
menyetujui anggaran Sekolah Rakyat
sebesar Rp1,19 triliun untuk implementasi
Sekolah Rakyat tahap pertama (DPR
RI, 2025a). Pada tahap pertama,
pemerintah menargetkan pembangunan
100 unit Sekolah Rakyat per akhir Juli
2025, di mana 63 di antaranya sudah
beroperasi per 14 Juli 2025, bertepatan
dengan minggu pertama tahun ajaran
baru (Kementerian Sosial, 2025c¢). Guna
penguatan dan perbaikan program ke
depan, tulisan ini akan menganalisis

Sekolah Rakyat melalui

SWOT.
Strengths (S) Sekolah Rakyat

Melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025,
Presiden RI menginstruksikan seluruh
komponen pemerintahan untuk mencapai
tujuan pengentasan kemiskinan dan
penghapusan  kemiskinan  ekstrem.
Tujuan tersebut dimanifestasikan salah
satunya melalui instruksi pelaksanaan
Sekolah  Rakyat. Sekolah  Rakyat
dinilai menjadi solusi yang tepat untuk
mewujudkan tujuan tersebut. Investasi
pada pendidikan diketahui menjadi katalis
pembangunan yang paling efektif dalam
mengentaskan  kemiskinan  ekstrem
(World Bank, 2023). Program ini juga
sejalan dengan rekomendasi World
Bank (2024) bagi negara berpendapatan
rendah untuk memprioritaskan strategi
penurunan kemiskinan melalui kebijakan
pendidikan.

pendekatan

Ditujukan bagi rumah tangga miskin,
Sekolah Rakyat memberikan berbagai
fasilitas berupa pendidikan tanpa biaya,
peralatan sekolah, makanan sehari-
hari, dan asrama. Pada saat yang
sama, pendidikan gratis sebenarnya
juga ditawarkan oleh program lain
seperti program Bantuan Operasional

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.



Sekolah (BOS). Secara tidak langsung,
program bantuan pendidikan lain pun
membantu mengurangi biaya pendidikan,
misalnya Program Indonesia Pintar
(PIP) dan Program Keluarga Harapan
(PKH) pada level nasional, serta Kartu
Jakarta Pintar (KJP) pada level daerah.
Berdasarkan beberapa program bantuan
pendidikan yang ada, sebagian rumah
tangga miskin ditemukan masih belum
dapat menyekolahkan anaknya karena
keterbatasan dana (World Bank,
2020). Biaya pendidikan lain yang tidak
ditanggung, seperti biaya transportasi
dan seragam, dinilai masih memberatkan
rumah tangga miskin (World Bank, 2020).
Selain SPP, biaya seragam dan buku
menjadi komponen biaya pendidikan
terbesar yang harus ditanggung rumah
tangga, yaitu mencapai lebih dari 30
persen untuk jenjang SD (World Bank,
2013). Oleh karena itu, Sekolah Rakyat
hadir untuk menanggung seluruh biaya
pendidikan yang tidak ditanggung program
lainnya. Sistem asrama juga dinilai dapat
mengurangi pengeluaran rumah tangga

miskin dengan ditanggungnya biaya
makan dan tempat tinggal.

Pemerintah  secara  proaktif  juga
melakukan rekrutmen, verifikasi, dan

asesmen langsung pada rumah tangga
miskin berdasarkan DTSEN dengan
bantuan  pendamping PKH  untuk
memastikan bahwa Sekolah Rakyat
tepat sasaran. Sistem proaktif dinilai
dapat mengurangi potensi exclusion
dan inclusion error, yang mana hal ini
masih terjadi di program bantuan sosial
lain seperti PKH dan Program Sembako
(Kementerian Sosial, 2025a). Pada Rapat
Kerja Komisi IX DPR RI dan Kementerian
Sosial pada 15 Juli 2025, Kementerian
Sosial mengklaim masih adanya 45
persen penerima bantuan sosial tidak
tepat sasaran (CNN Indonesia, 2025).
Oleh karena itu, Kementerian Sosial
menjamin perbaikan transparansi pada
proses seleksi Sekolah Rakyat, salah
satunya melalui pengecekan DTSEN
sekaligus verifikasi lapangan. Selain untuk
meningkatkan ketepatan sasaran, proses
rekrutmen proaktif juga dinilai dapat
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meningkatkan paparan rumah tangga
terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini
masih relevan karena perluasan akses
pendidikan pada daerah yang terpencil
sering kali diperburuk dengan aspirasi
pendidikan dari rumah tangga yang masih
rendah (OECD/Asian Development Bank,
2015).

Weaknesses (W) Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat dinilai menjadi program
yang padat biaya karena program ini
menanggung seluruh biaya pendidikan.
Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI
dan Kementerian Sosial pada 20 Mei
2025, Kementerian Sosial menyampaikan
indeks pembiayaan per siswa adalah
Rp48,25 juta per tahun, setidaknya untuk
tahun pertama (Kompas, 2025). Apabila
dibandingkan dengan nominal bantuan
dari program pendidikan serupa, seperti
PIP (Rp450 ribu/tahun untuk SD, Rp750
ributahun untuk SMP, dan Rpl juta/
tahun untuk SMA) dan PKH (Rp900 ribu/
tahun untuk SD, Rp1,5 juta/tahun untuk
SMP, dan Rp2 juta/tahun untuk SMA),
maka indeks biaya per siswa per tahun
Sekolah Rakyat dinilai relatif sangat
tinggi. Hal ini kemudian memunculkan
isu lain, yaitu skalabilitas. Dengan target
pembangunan sekolah pada seluruh
jenjang pendidikan (SD-SMP-SMA) dan
tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
maka skalabilitas program akan rentan
terhadap ketersediaan anggaran.

Sedikit berbeda dengan sekolah reguler,
Sekolah Rakyat akan menggunakan
kurikulum yang dirancang khusus (tailor-
made) berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan siswa. Sekolah Rakyat juga
akan menerapkan metode multi-entry
dan multi-exit, yaitu siswa dapat masuk
di level manapun sesuai pencapaian
pembelajaran dan dapat melanjutkan

ke level selanjutnya apabila sudah
mencapai target pembelajaran. Hal
ini mengimplikasikan kompleksitas

implementasi yang tinggi, yang mana
kurikulum seperti ini akan membutuhkan
guru yang terlatih dan sistem asesmen
yang detail. Pada saat yang sama,
kualitas guru secara umum di Indonesia



Gambar 1. Persentase Anak Tidak Sekolah pada Kelompok Pengeluaran Kuintil 1
Tahun 2019-2023 (kiri); Persentase Anak l(JkS|a 10)—17 Tahun yang Bekerja Tahun 2019-2023
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dinilai masih kurang optimal, salah
satunya dicerminkan melalui kurang

efektifnya guru dalam meningkatkan hasil
pembelajaran siswa (SMERU, 2022).

Opportunities (O) Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat secara spesifik menyasar
pada rumah tangga dengan kelompok
pengeluaran terkecil, yaitu pada desil 1
dan desil 2 (kuintil 1) agar dapat mencapai
tujuan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pada tahun 2023, masih terdapat 1,15
persen anak usia SD dari rumah tangga
kuintil 1 yang tidak bersekolah (Gambar
1 kiri). Pada jenjang SMP dan SMA,
ditemukan lebih banyak anak yang tidak
bersekolah, yaitu sebesar 10,11 persen
dan 30,66 persen pada tahun yang sama.
Selama periode 2019-2023, proporsi anak
tidak sekolah pada seluruh jenjang tidak
menunjukkan penurunan yang signifikan.
Kondisi ini menciptakan peluang bagi
Sekolah Rakyat untuk berkontribusi dan
berkembang. Selainitu, fenomena pekerja
anak juga masih terjadi di Indonesia. Pada
tahun 2023, sebanyak 2,39 persen dari
anak usia 10-17 tahun ditemukan sudah
bekerja (Gambar 1 kanan). Hal ini juga
memberikan kesempatan bagi Sekolah
Rakyat untuk mengurangi prevalensi
pekerja anak.

Selain melibatkan pemangku kebijakan
dari Pemerintah, Sekolah Rakyat juga
diketahui melibatkan pihak swasta seperti
Yayasan Lembaga Pendidikan Islam

(YLPI) Al Hikmah berkaitan dengan
kurikulum dan metode pembelajaran
(Kementerian Sosial, 2025b). Hal ini
turut memberikan peluang bagi program
untuk berkembang dengan mengadopsi
praktik kurikulum serupa yang sudah
berhasil. Di samping itu, Pemerintah juga
disebutkan tidak menutup kemungkinan
untuk bermitra dengan swasta berkaitan
dengan pengadaan atau pendanaan
program ke depan.

Selanjutnya, untuk memastikan
ketersediaan guru, Sekolah Rakyat sudah
membuka pendaftaran guru Sekolah
Rakyat sejak Juni 2025. Per 14 Juli
2025, 100 kepala sekolah dan 1.469 guru
dilaporkan siap bertugas di Sekolah Rakyat
(Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Hal
ini mengimplikasikan peluang Sekolah
Rakyat untuk menyerap lebih banyak
lulusan keguruan di tengah rencana
ekspansi Sekolah Rakyat ke depan. Isu
ini relevan dengan fenomena Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
yang banyak menghasilkan lulusan
keguruan namun daya serap pada pasar
tenaga kerja untuk guru masih kurang
optimal (Kementerian Koordinator PMK,
2021).

Threats (T) Sekolah Rakyat

Pada saat yang sama, kekhawatiran akan
adanya stigmatisasi “sekolah untuk orang
miskin” dan segregasi sosial muncul di
tengah implementasi Sekolah Rakyat.
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Tabel 1. Analisis SWOT Program Sekolah Rakyat

Faktor Internal

Strengths (5)

Weaknesses (W)

. Pendidikan untuk memutus rantai
kemiskinan

. Fasilitas yang besar serta menyasar
pada biaya pendidikan lainnya

. Sistem seleksi berdasarkan DTSEM dan
rekrutmen proaktif

1. Program padat biaya dan isu skalabilitas

2. Kurikulum relatif kompleks

Faktor Eksternal

Opportunities (O)

Threats (T)

. Prevalensi anak tidak bersekolah dan
pekerja anak

. Potensi kemitraan dengan pihak lain

. Penyerapan lulusan keguruan

1. Isu stigmatisasi
2. Kompetisi anggaran dengan program
prioritas lain

Sumber: Penulis (2025), diolah.

Model Sekolah Rakyat mengimplikasikan
adanya pemisahan anak rumah tangga
miskin dengan kelompok masyarakat
lainnya, yang semakin intens dengan
sistem asrama. Komisi X DPR RI pun
turut menyampaikan kekhawatiran
akan isu stigma dan diskriminasi yang
diakibatkan oleh program ini (Tempo,
2025). Kekhawatiran adanya eksklusivitas
dari Sekolah Rakyat juga disoroti oleh
Ketua DPR RI (DPR RI, 2025c). Isu
ini penting karena stigmatisasi dapat
berpengaruh negatif terhadap motivasi
dan perkembangan psikologis siswa.
Apabila stigma meluas, maka hal ini dapat
berpengaruh terhadap persepsi pasar
tenaga kerja terhadap lulusan Sekolah
Rakyat.

Selanjutnya, besarnya indeks biaya
per siswa dari Sekolah Rakyat tidak
hanya mengimplikasikan potensi beban
anggaran, namunjugakompetisianggaran
dengan program prioritas lainnya. Pada
periode ini, setidaknya pemerintah
membiayai berbagai 11 program prioritas,
antara lain: (1) Koperasi Desa Merah
Putih: Rp200 triliun; (2) Makan Bergizi
Gratis (MBG); Rp121 triliun; (3) program
3 juta rumah (FLPP): Rp41,88 triliun;
(4) lumbung pangan: Rp23,16 triliun; (5)
pembangunan bendungan dan irigasi:
Rp20,5 triliun; (6) rehabilitasi sekolah:
Rp19,5 triliun; (7) Sekolah Rakyat: Rp11,6
triliun; (8) Cek Kesehatan Gratis (CKG):
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Rp3,4 triliun; (9) Sekolah Unggul Garuda:
Rp2 triliun; (10) pembangunan rumah
sakit berkualitas: Rp1,7 triliun; dan (11)
penuntasan tuberkulosis: Rpl1,5 triliun
(Kementerian Keuangan, 2025). Hal ini
mengimplikasikan ketersediaan anggaran
untuk Sekolah Rakyat juga rentan
terhadap dinamika anggaran program
prioritas lainnya. Ancaman anggaran juga
disoroti oleh Komisi X DPR RI, dengan
mengangkat kekhawatiran adanya
potensi tumpang tindih kewenangan dan
pengelolaan anggaran antar-kementerian
yang terlibat, seperti Kementerian Sosial
dan Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah (DPR RI, 2025b).

Strategi Program ke Depan

Berdasarkan hasil analisis SWOT di
atas, dengan mengidentifikasi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman dari
program yang ada, harapannya Komisi
VIII, 1X, dan X dapat merekomendasikan
dan merumuskan strategi kebijakan untuk
dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk
mengoptimalkan kekuatan dan peluang
sekaligus mengatasi kelemahan dan
ancaman dalam pelaksanaan Sekolah
Rakyat ke depan. Pertama, dengan
strategi  strengths-opportunities  (SO),
Pemerintah dapat memanfaatkan tujuan
Sekolah Rakyat dalam memutus rantai
kemiskinan untuk menjangkau anak-
anak yang tidak bersekolah sekaligus
pekerja anak. Selanjutnya, dengan




adanya rekrutmen proaktif, pemerintah
juga dapat menjangkau anak-anak yang
tidak bersekolah ketika rumah tangga
miskin enggan mendaftarkan sekolah
secara mandiri. Besarnya fasilitas yang
ditawarkan oleh Sekolah Rakyat juga
dinilai dapat menarik anak-anak yang
tidak bersekolah karena mengurangi
beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Kedua, dengan strategi weaknesses-
opportunities (WO), Pemerintah dapat
meminimalkan beban anggaran Sekolah
Rakyat dengan membuka kemitraan
dengan swasta. Melalui kemitraan,
Pemerintahjugadapatmenguraikurikulum
yang kompleks untuk diaplikasikan
pada Sekolah Rakyat, sebagaimana
kesepakatan yang sudah berjalan dengan
lembaga pendidikan swasta. Berkaitan
dengan isu skalabilitas, Pemerintah perlu
melakukan pendataan jumlah anak tidak
bersekolah di setiap wilayah Indonesia
untuk mengukur target sasaran beberapa
tahun ke depan. Pengukuran target
ini bermanfaat untuk memperkirakan
kemampuan program untuk berekspansi
namun disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran.  Selanjutnya, bersamaan
dengan perbaikan kurikulum pendidikan
dan rekrutmen keguruan yang
direkomendasikan ~ SMERU  (2022),
perbaikan kualitas guru dalam jangka
panjang dinilai dapat membantu dalam
implementasi kurikulum Sekolah Rakyat
yang kompleks.

Ketiga, dengan strategi strengths-threats
(ST), Pemerintah dapat mengatasi
ancaman isu stigmatisasi dari masyarakat
dengan mengedepankan branding
Sekolah Rakyat dengan lebih humanis
dan inklusif. Dibandingkan dengan
pelabelan sekolah untuk orang miskin,
Sekolah Rakyat dapat dinarasikan
sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi
warga negara yang belum bersekolah,
yang mana penentuan kelayakannya
didasarkan pada DTSEN dan verifikasi
langsung. Pemerintah  juga harus
memastikan besarnya fasilitas pendidikan
yang ditawarkan  Sekolah  Rakyat
juga memenuhi standar selayaknya
sekolah reguler, sehingga  tidak

menimbulkan kesan inferior. Berkaitan
dengan kompetisi anggaran dengan
program prioritas lainnya, Pemerintah
dapat mempertahankan keberlanjutan
anggaran untuk Sekolah Rakyat dengan
memastikan bahwa anggaran Sekolah
Rakyat dilaksanakan secara efektif dan
efisien. Hal ini dapat diwujudkan dengan
memanfaatkan keunggulan asesmen
kelayakan penerima manfaat Sekolah
Rakyat melalui DTSEN dan verifikasi
langsung.

Keempat, dengan strategi weaknesses-
threats  (WT), Pemerintah  dapat
mempertimbangkan untuk merumuskan
target skalabilitas yang lebih realistis.
Misalnya Pemerintah dapat berfokus pada
daerah dengan prevalensi anak tidak
bersekolah tertinggi. Hal ini dinilai dapat
mengurangi beban anggaran ke depan
serta menjaga keberlangsungan Sekolah
Rakyat di tengah kompetisi anggaran
dengan program unggulan lainnya.
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